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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

    
 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, 

kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, sehingga dalam 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

tersebut, Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

menyebutkan daerah mempunyai kewenangan melakukan pengadaan, 

pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, 

dan kesejahteraan Pegawai, pendidikan, dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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Menurut  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, 

Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas lainnya, dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, disebutkan bahwa 

“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, dan 

merata penyelenggara tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan. 

Pegawai negeri sipil juga adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi 

masyarakat, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, 

abdi Negara, dan abdi masyarakat perlu ditingkatkan intensitas Sumber Daya 

Manusia dan kualitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan cara kenaikan 

pangkat melalui penyesuaian ijazah. 

 

Seiring perubahan paradigma dari era sentralisasi ke era desentralisasi, termasuk 

dalam hal ini otonomi daerah di bidang kepegawaian, telah terbit berbagai 

Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan 

Keputusan Kepala BKN yang mengatur masalah kepegawaian, sebagai pedoman 

umum pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian, dalam kerangka 

peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian kepada masyarakat 

pegawai di daerah. 
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Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu pekerjaan yang sangat diperebutkan 

oleh banyak orang terutama yang telah lulus Sarjana ataupun para pencari 

pekerjaan di Negara ini. Seseorang yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil pasti sangat menginginkan pangkat yang lebih tinggi atau cepat naik 

pangkat. Hal ini dapat dilihat di Perguruan-perguruan tinggi Negeri ataupun 

Swasta, banyak Pegawai negeri Sipil yang mengikuti kegiatan proses belajar 

untuk mendapatkan ijazah Sarjana. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang 

diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan terhadap Negara. Selain itu kenaikan pangkat juga dimaksudkan 

sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi 

kerja dan pengabdiannya. Di dalam jenis - jenis kenaikan pangkat, salah satunya 

adalah kenaikan pangkat melalui penyesuian ijazah.  

 

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Pemerintah dan Abdi masyarakat, perlu 

terus ditingkatkan kualitas dan profesionalnya secara terarah, terprogram dan 

berkelanjutan, melalui upaya demikian diharapkan Pegawai Negeri Sipil dapat 

berfungsi secara optimal dalam menyelenggarakan Pemerintah dan pembangunan 

disegala bidang. 

 

Peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil di era otonomi daerah memiliki posisi 

strategis dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan 

dengan posisi  tersebut Pegawai Negeri Sipil dituntut mampu berperan sebagai 

lokomotif perubahan yang menjadikan sumber daya manusia (SDM) sebagai 

objek dan subjek pembangunan.  
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Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah urusan kepegawaian di Daerah telah 

menjadi kewenangan Daerah, Gubernur dan Walikota/Bupati sebagai Pejabat 

Pembina Pegawai Daerah. Perubahan yang cukup signifikan yang terletak pada 

daerah mengurus segala kegiatan kepegawaian di daaerah yang bersifat tekhnis 

dan BKN selaku Pemerintah Pusat hanya menyetujui, proses pelaksanaan 

kenaikan pangkat bagi yang memperoleh ijazah salah satu bentuk kegiatan 

kepegawaian yang telah menjadi kewenangan daerah. 

(Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2002) 

 

Melalui pelayanan administrasi kepegawaian secara prima yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan pegawai, diharapkan pula memberikan kontribusi 

konstruktif terhadap peningkatan pengabdian Pegawai Negeri Sipil dalam 

memberikan pelayananan prima kepada masyarakat.   

 

Tugas Badan Kepegawaian Daerah adalah melakukan pembinaan bagi Pegawai 

Negeri Sipil yang ada di Daerah. Salah satu bagian dari pembinaan yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri adalah memberikan kenaikan pangkat melalui cara 

penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri sesuai dengan pangkat yang dimiliki dan 

ijazah yang dimiliki. 

 

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peranan dalam tugas dan fungsinya untuk 

melakukan proses penyesuaian kenaikan pangkat melalui ijazah bagi Pegawai 

Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang 

proses administrasinya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
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Lampung. Maka Gubernur Lampung menetapkan Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dilingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka pengendalian struktur kepangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjamin objektifitas pelaksanaan kenaikan 

pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

 

Kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah tidaklah sama dengan kenaikan 

pangkat reguler atau dalam penyesuaian dengan jabatan. Kenaikan pangkat ini 

akan melalui tahap-tahap tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 

Peraturan Perundang - undangan dan kebijakan yang berlaku. Dengan tugas baru 

ini dapat saja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya akan 

lebih baik setelah adanya otonomi daerah atau bahkan sebaliknya menjadi tidak 

lebih baik setelah adanya otonomi daerah.  

 

Dari berbagai uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil Melalui Penyesuaian Ijazah Di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung ”. 

 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil melalui penyesuaian ijazah adalah 

termasuk kenaikan pangkat pilihan tidak sama dengan Kenaikan pangkat regular  

(Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002). 
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Penelitian Penulis Lakukan di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Dipilihnya 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (Tingkat I) dikarenakan banyak Pegawai 

Negeri Sipil yang telah memperoleh kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai 

dengan ijazah yang dimilikinya. 

 

1.2 Perumusan masalah dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan  

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil  melalui 

Penyesuaian ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

b. Apakah faktor Penghambat Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 

Sipil melalui Penyesuaian ijazah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 

Lampung. 

 

1.1.2 Ruang Lingkup 

 
Guna skripsi ini agar tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang 

hendak di bahas, maka Penulis perlu adanya pembatasan permasalahan. 

Pembatasan ruang lingkup pembahasan ini, disebabkan keterbatasan waktu bagi 

Penulis dan untuk memperoleh hasil yang tajam dalam penelitian. Sedangkan  

dipilihnya wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, untuk memudahkan 

dalam mendapat data yang berkaitan dengan penelitian. Dan merupakan suatu hal 

yang baru bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam tugas dan fungsinya. 
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Kenaikan pangkat penyesuaian melalui ijazah, bagi Pegawai Negeri Sipil, 

cakupan sangatlah luas, yaitu sejak pangkat golongan (1) sampai dengan golongan 

(IV), dengan tingkat ijazah dari SMP sampai dengan Strata 3 (S.3).  

Namun penulis hanya mengkaji kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah 

yang berkenaan dengan golongan (II) dengan Ijazah Strata 1 (S.1). 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan  

1.3.1 Tujuan penelitian  

a. Untuk  mengetahui  Pelaksanaan Kenaikan Pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil 

melalui Penyesuaian Ijazah di Pemerintah  Provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui Penghambat Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 

Sipil melalui Penyesuaian Ijazah di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian. 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan Teoritis, adalah memberikan kontribusi pemikiran bagi  

perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi 

Negara yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi 

Pegawai Negeri Sipil. 
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b. Kegunaan Praktis  

1). Untuk  menambah  cakrawala  berfikir bagi peneliti dalam memperluas  

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan bidang Administrasi Negara. 

 

2).  Sebagai  bahan  informasi bagi semua pihak terutama yang berkaitan dengan 

masalah-masalah Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri 

Sipil. 

 

3).  Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 

dalam memahami Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri 

Sipil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


